7 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
I NS PEKTORAT

JI. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah, Email : inspektoratlutimO7@gmail.com
MALILI, 92981

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 63%4 / 11 / TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengadaan,;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) tersebut di atas
perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten

Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2004 tentang
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
Negara Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Rl nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 593);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan
Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 768), sebagaimaria telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan



10.

11.

11.

12

13.

Barang/Jasa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1659);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489},
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 511});

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Timur {Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur nomor 23) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang
Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04/1/TAHUN 2025
tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah

kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025,



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor
000.3.1/016/Bag.PBJ, tanggal 26 Februari 2025 tentang
Pejabat Pengadaan pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025,

: Menunjuk Saudara MANSUR, S.AN NIP. 19800301 200604 1

010 sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

: Tugas Pokok Pejabat Pengadaan adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan
langsung;

b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan
langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.
200.000.000,- {dua ratus juta rupiah);

c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan
langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai
paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan

d. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Luwu

Timur Tahun Anggaran 2025.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 27 Februari 2025

INSPEK,

SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCAE
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP: 19690403 198903 1 007




